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2011).



Menurut Seshakri, (2013) banyaknya pemekaran daerah kadang tidak
mempertimbangkan apakah setelah dimekarkan daerah tersebut menjadi lebih
baik atau malah bertambah parah bahkan menjadi beban baru APBN. Seiring
dengan sejalannya desentralisasi pemekaran wilayah semakin banyak terjadi. Dari
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bahwa pemekaran wilayah merupaka
sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Semangat demokrasi dan partai-partai

politik yang memang terus tumbuh, dimanfaatkan kelompok elit ini untuk



menyuarakan “aspirasinya” mendorong terjadinya pemekaran. (Bappenas dan
UNDP, 2008).

Secara umum pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan rentang kendali antara masyaratkat
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kabupaten di Sumatera Barat untut yusun Perda yang mengatur tentang
pemerintahan nagari di daerahnya. Dengan berlakunya Perda ini, maka secara
bertahap sistem pemerintahan desa dihapus dan diganti dengan sistem

pemerintahan nagari sesuai dengan kultur budaya Minangkabau.



Menurut data yang dikeluarkan oleh Ditjen Otonomi Daerah, Kemeterian
Dalam Negeri (2009), sebelum diberlakukannya otonomi daerah, yaitu tahun
1998, jumlah kabupaten dan kota di Indonesia hanya 298 kabupaten/kota. Namun
semenjak diberlakukannya otonomi daerah tahun 1999, yang ditandai dengan
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pemerintah. Provir galan™Satu provinsi yang
memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan. Pada tiap kabupaten/kota
di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda-beda
tiap daerahnya dan diharapkan pemerintah daerah dapat menggali dan

meningkatkan sumber daya yang dimilikinya.



Perbedaan kondisi dan potensi dari masing-masing daerah terutama daerah
yang baru mekar dalam melaksanakan desentralisasi membuat kesiapan setiap
daerah berbeda-beda dan juga dalam mencapai keberhasilan pemekaran wilayah.
Perbedaan ini diatasi oleh pemerintah dengan memberikan Dana Perimbangan
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masalah, ternyata di Sumatera Utara pemekaran daerah telah berhasil dengan baik.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bukit Tambunan, Kabiro Otonomi
Daerah Provinsi Sumatera Utara, bahwa : “Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

mengklaim bahwa sampai saat ini belum satupun daerah pemekaran di provinsi



ini yang gagal”, dan daerah pemekaran di Sumatera Utara tidak termasuk 80
persen daerah pemekaran yang dianggap gagal (Alinapia. 2013). Jika
dibandingkan dengan Sumatera Barat, dari penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Fatmawati (2011), bahwa dari lima Kabupaten/Kota hasil pemekaran di
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis keberhasilan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi

Sumatera Barat setelah lebih dari sepuluh tahun memekarkan diri.



2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB per Kapita, PAD, DAU,
dan Angka Kemiskinan terhadap keberhasilan pemekaran kabupaten/kota
di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian
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Komponen pembentuk IKE adalah pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) non-migas, PDRB per kapita, rasio PDRB kabupaten
terhadap PDRB provinsi, dan angka kemiskinan. Nilai IKE ini menjadi dasar

penilaian keberhasilan dari pemekaran wilayah, yaitu jika DOB memiliki nilai



IKE yang lebih besar dari daerah induknya maka daerah tersebut telah berhasil
dalam melaksanakan otonomi. Namun jika nilai IKE daerah induk lebih besar

dibandingkan DOB maka pemekaran wilayah dinyatakan belum berhasil.

Alat yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor keberhasilan adalah
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dan Implikasi Kebijakan dan Bab VI Penutup.



